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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Penyuluhan 

Istilah penyuluhan seringkali dipahami secara dangkal oleh 

khalayak sebagai penerangan atau propaganda, padahal sebenarnya 

maknanya jauh lebih dalam. Penyuluhan seharusnya dianggap 

sebagai suatu ilmu dan tindakan praktis yang kokoh. Sebagai ilmu, 

dasar penyuluhan terletak pada behavioral science atau ilmu tentang 

perilaku manusia. Dalam kerangka ini, dipelajari pola pikir, tindakan, 

dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan. Jadi, fokus ilmu 

penyuluhan adalah manusia sebagai bagian dari sistem sosial, dengan 

objek materi melibatkan perilaku yang muncul dari proses 

pendidikan, pembelajaran, komunikasi, dan aspek sosial. Penyuluhan, 

sebagai ilmu, terdiri dari struktur pengetahuan dan pengembangan 

ilmu yang mampu secara ilmiah menjelaskan transformasi perilaku 

manusia. Pendekatannya melibatkan pendidikan orang dewasa, 

komunikasi, dan selaras dengan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan 

lingkungan fisik masyarakat. 

Sebagai suatu praktik, penyuluhan adalah serangkaian usaha 

yang bertujuan mendorong perubahan perilaku pada tingkat individu, 

kelompok, komunitas, atau bahkan masyarakat secara umum. 

Tujuannya adalah agar mereka memiliki pengetahuan, kemauan, dan 

kapasitas untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Makna konotatif 

istilah "penyuluhan" sebagai "penerangan" terpengaruh oleh Bahasa 

Belanda, khususnya kata "voorlichting," yang terdiri dari "voor" 

berarti depan dan "lichting" berarti lampu atau suluh. Dari sini, 
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muncul istilah penyuluhan, dan pada masa penjajahan Belanda, 

penyuluhan pertanian disebut sebagai landbouw voorlichting.  

Di berbagai negara istilah penyuluhan memiliki beragam 

interpretasi, seperti aufklarung (pencerahan) di Jerman, forderung 

(bimbingan pedesaan) di Austria, capacitation (keinginan untuk 

meningkatkan kemampuan atau pelatihan) di Spanyol, dan 

vulgarisation (dalam Bahasa Perancis) yang berarti menyederhanakan 

pesan bagi orang awam. Selain itu, istilah university extension atau 

extension of the university pertama kali muncul di Inggris pada 1840-

an, yang diusulkan dalam Royal Commission on the University and 

Colleges of Oxford (1852). William Sewell kemudian mengumpulkan 

dokumen tersebut dalam "Usul Penyebarluasan Informasi dari 

Universitas" pada tahun 1850. Secara praktis, penyuluhan pertama 

kali dilakukan oleh James Stuart dari Fellow of Trinity College, 

Cambridge pada tahun 1867-68. Dalam konteks ini, penyuluhan tidak 

lain adalah bentuk pendidikan masyarakat yang mendukung 

pembangunan komunitas atau Community Development.
8
 

B. Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen mencakup segala usaha untuk 

menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada 

konsumen. Konsumen, dalam konteks ini, merujuk kepada setiap 

individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat. Penggunaan tersebut dapat untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak dimaksudkan 

untuk diperdagangkan. Di sisi lain, pelaku usaha didefinisikan 

sebagai individu atau entitas bisnis, baik yang berbentuk badan 

                                                      
8
 Siti Amanah, ‗Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia‘, Jurnal 

Penyuluhan, 3.1 (2007) <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>.,63-67(h.63) 
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hukum maupun tidak, yang beroperasi atau melakukan kegiatan di 

wilayah hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan secara individu atau bersama-sama melalui perjanjian, dan 

mencakup berbagai bidang ekonomi. 

Dalam undang-undang, telah diatur dengan jelas mengenai 

hak konsumen. Hak Konsumen menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 

1999 adalah: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa 

2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan 

barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan 

atau jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen  

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau 

penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya  

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.
9
 

                                                      
9
 Khairuddin. Miti Yarmunida Wahid, Strategi PerlindunganJamaah Haji Dan Umrah 

(Yogyakarta: Samudra Biru), 2022.  
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Saat ini perlindungan konsumen untuk jamaah umrah 

sangat diperhatikan oleh masyarakat, khusus-nya jemaah 

umroh dan haji yang resah akan Travel Penyelenggara Ibadah 

Umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi 

jemaahnya. Pemberian perlindungan hukum terhadap 

masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu: 

1. Adanya perlindungan Hukum Preventif, adalah sebuah 

bentuk perlindungan yang mana masyarakat mempunyai 

kesempatan untuk memberikan keberatan atau 

menyampatkan masukan ide, sebelum keputusan dari 

pemerintah berbentuk definitive (sudah pasti). 

2. Bentuk perlindungan hukum Represif, maksudnya sebuah 

perlindungan hukum untuk jadikan cara menyelesaikan 

sengketa. 

Pemerintah sebagai pengatur instrument negara perlu 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam 

berbagai penyelenggaraan kegiatan negara, termasuk dalam 

mengatur kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan ibadah 

Umrah, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk 

perlindungan terhadap jemaah yang akan beribadah Umrah 

oleh travel penyelenggara ibadah Umrah. Adapun bentuk-

bentuk per-lindungan tersebut diantaranya: 

1. Kesehatan 

2. Asuransi Jiwa 

3. Perlindungan Kecelakaan 

4. Pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan 

ibadah 
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Terkait dengan hilangnya dokumen perjalanan pemerintah 

mengeluarkan regulasi PMA No. 18 Tahun 2015 tentang 

Pnyelenggaraan Ibadah Umrah dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang 

meyatakan bahwa PPIU wajib melakukan perlindungan Jemaah 

Umrah untuk pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama dalam 

perjalanan, diantara yang peting yakni Pasport, Visa, Surat kuning 

Bebas Meningitis, Surat Mahrom (jemaah wanita yang berusia di 

bawah 45 tahun dan tidak didampingi oleh suami maupun 

mahramnya ketika berangkat Umrah).
10

 

C. Kewajiban PPIU Dalam Layanan Umrah 

Dalam operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 

meliputi beberapa layanan, sebagaimana tersebut pada pasal 13 PMA 

No. 8 Tahun 2018 sebagai berikut: PPIU wajib memberikan 

pelayanan: 

1. bimbingan ibadah umrah; 

2. transportasi jemaah; 

3. akomodasi dan konsumsi; 

4. kesehatan jemaah; 

5. perlindungan jemaah dan petugas umrah; dan 

6. administrasi dan dokumentasi umrah. 

Layanan tersebut merupakan hak jemaah yang harus dipenuhi 

oleh PPIU, sesuai dengan amanat Undang-undang no.8 tahun 2019 

pasal Pasal 88 bahwa Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan 

dari PPIU meliputi: 

a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;  

b. layanan kesehatan;  

                                                      
10

 Sihabudin Mukhlis, ‗Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan 

Perjalanan Ibadah Umrah,:Jurnal Pesantren Mahasiswa Peradaban‘, Asy-Syari‟ah, 20.1 

(2018), 49–58 <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.3011>. 
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c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa 

berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati 

antara PPIU dan Jemaah Umrah 

e.  Melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan 

Ibadah Umrah kepada Menteri.
11

 

D. Ketentuan Penyelenggaraan Umroh  

Penyelenggaraan ibadah umroh dapat dilaksanakan oleh 

pemerintah dan atau biro penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh 

swasta. Pihak biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) 

harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam PP nomor 

79 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 

2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut:  

1) Telalh memperoleh izin seba lgali biro perjallalna ln wisalta l dalri 

kementeria ln a ltalu insta lnsi ya lng lingkup tuga ls daln ta lnggung 

jalwa lbnya l di bidalng palriwisalta l.  

2) Telalh beropera lsi palling singka lt sela lmal 2 talhun sebalgali biro 

perjallalnaln wisa lta l  

3) Memiliki kema lmpua ln teknis untuk menyelengga lra lka ln 

perjallalnaln iba lda lh umroh ya lng meliputi kema lmpualn sumber 

dalya l ma lnusial, ma lna ljemen, sertal salralnal daln pra lsalralna l.  

4) Memiliki kema lmpualn finalnsiall untuk menyelengga lra lka ln 

perjallalnaln iba lda lh umroh ya lng dibuktika ln denga ln jalminaln balnk.  

                                                      
11

 Noor Hamid, Manajemen Haji Dan Umrah, Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah 

Suci, 2020. 
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5) Memiliki mitra l biru penyelengga lra la ln perja llalnaln ibaldalh umroh 

di ALra lb Sa ludi ya lng memperoleh izin resmi da lri pemerinta lh 

Kera lja laln ALralb Sa ludi.  

6) Memiliki komitmen untuk menyelengga lra lka ln perjalla lna ln ibaldalh 

umroh sesuali denga ln stalndalr minimum pela lya lna ln yalng 

ditetalpka ln oleh ma lteri
12

. 

E. Biro Perja lla lnaln 

Biro perjalanan dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial 

yang mengatur, menyediakan, dan mengadakan pelayanan bagi 

seseorang atau sekelompok orang (group) untuk melakukan 

perjalanan. Biro perjalanan juga merupakan usaha yang 

merencanakan perjalanan sekaligus penyelenggaraan yang 

kegiatannya meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket, 

penyediaan pelayanan, pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana 

lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlengkapan 

perjalanan (dokumentasi)
13

 

F. Umrah 

a. Pengertia ln Umralh 

Dilihat dari segi Bahasa, umrah memiliki arti ―ziarah 

dan meramaikan tempat tertentu‖. Dalam Bahasa Indonesia, 

terdapat istilah ―Makmur‖ dan ―takmir‖ (masjid). Makmur 

dalam arti negara yang ramai oleh berbagai sumber daya dan 

bisa mensejaterakan rakyatnya. Takmir masjid berarti usaha 

panitia untuk membuat masjid ramai oleh kegiatan-kegiatan 

                                                      
12

 Tata Sukayat, Manajemen Haji,Umrah, Dan Wisata Agama (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2023). 
13

 Loly Aulia, ― Sistem Pengelolaan Biro Perjalanan Umroh di Katana Tour dan Travel 

Kota Banda Aceh‖ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020) 
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yang positif dan banyak mendapat kunjungan jamaahnya.
14

 

Ibaldalh umroh memalng sekilals sa lnga lt mirip denga ln 

ibalda lh ha lji, nalmun teta lp salja l umroh buka ln ibaldalh halji. Ka llalu 

dirinci lebih ja luh umroh alda lla lh halji kecil di ma lnal sebalgia ln 

rituall ha lji dikerjalkaln di dalla lm iba lda lh umroh. Sehingga l boleh 

dikaltalkaln ba lhwa l iba lda lh umralh aldallalh ibalda lh halji ya lng 

dikuralngi. Secalral malknal balha lsa l ka ltal umroh beralrti alz-ziya lra lh 

ya litu berkunjung a ltalu menda ltalngi sualtu 

tempalt a ltalu seseoralng.
15

 

Umroh seca lra l balhalsal mempunya li alrti meralmalika ln 

alta lu memeria lhka ln. ALdalpun menurut istila lh, palral ula lmal alhli 

fikih mendefinisikaln umralh seba lga li: "almallaln ya lng denga ln 

senga ljal dilalkukaln untuk menda ltalngi Ka l'ba lh untuk 

mela lksa lnalkaln ritua ll iba ldalh tertentu ya lng terdiri a ltals ta lwal, 

sal'i da ln ta lhalllul (bercukur)".
16

 

Pelalksa lnalaln iba lda lh umralh lebih dalri saltu kalli 

diperbolehka ln. Menurut Nalfi‘, Ibnu Umalr di zalma ln Ibnuz 

Zuba lir mela lkuka ln umra lh bebera lpa l talhun, setia lp ta lhun dual 

kalli umra lh. Seda lngka ln ALisya lh isteri Ralsulullalh menurut A Ll 

Qalsim berumralh dallalm setalhun tiga l ka lli, daln tidalk seora lng 

pun mencela lnya l. 

                                                      
14

 Arif Wicaksana and Tahar Rachman, ‗Deskripsi Teori Ibadah Umrah STAIN Kudus‘, 

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>. 
15

 Ahmad Sarwat, 145 Tanya Jawab Fiqih Haji, Al-Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 

2017). 
16

 Solihin As Suhaili, Tuntunan Super Lengkap Haji Dan Umrah, ed. by Muslihat dan 

Suhaemi (Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 2018). 
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Nalbi Muha lmmald SALW sendiri menurut riwa lya lt Ibnu 

ALbbals melalkukaln umra lh empa lt ka lli ya litu Umra lh Hudalibiya lh, 

Umralh qaldhal, Umra lh da lri Ji‟ronalh da ln ya lng keempa lt umra lh 

belialu ya lng bersa lmal ibalda lh ha ljinya l. Demikialn riwa lya lt 

ALhmald, A Lbu Da lwud da ln Ibnu Malja lh.  

b. Hukum Melalksa lna lka ln Ibalda lh Umralh 

Ulalma l fikih berbeda l pendalpa lt tenta lng malsalla lh hukum 

umralh, alpalka lh hukum umralh itu waljib seperti hukum ha lji 

alta lu tidalk. Da llalm ha ll ini, ula lmal Sya lfi‘iya lh da ln Halna lbilalh 

mengalta lka ln balhwal hukum umralh salmal denga ln hukum ha lji 

ya litu wa ljib. Mereka l mendalsa lrka ln pendalpalt tersebut seba lgali 

berikut: pertalmal firmaln ALllalh SWT:  

ىا   ِ ِوَٱلْعُوْسَةَ ِٱلْحَجَّ ِوَأتَوُِّ لِِلَّ  
ALrtinya l: Da ln sempurna lkalnla lh iba lda lh halji da ln 'umralh 

kalrena l ALllalh (Q.S ALl-ba lqalralh) 

Perintalh untuk menyempurnalka ln halji da ln umralh 

menunjukkaln ba lhwal hukum umralh a lda llalh waljib; kedua l, 

didalsa lrka ln kepa lda l salbdal Ralsulullalh SALW kepaldal salhalbaltnya l 

―balra lng sialpal memiliki haldyu (hewa ln), malkal hendalklalh ia l 

membebalskaln denga ln halji daln umralh; ketiga l didalsalrkaln 

kepaldal salbdal Ralsululla lh SALW: ―umralh tela lh ma lsuk ke da lla lm 

halji salmpali ha lri kia lmalt‖ (HR. Muslim da lri Jalbir).
17

 

c. Sya lra lt Waljib Umra lh 

                                                      
17

 Wica lksalna l a lnd Ra lchma ln. (h. 9-10) 
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Sya lra lt-sya lra lt Umralh Sya lralt umralh ia lla lh kewaljibaln 

umralh ya lng dibeba lnka ln kepa lda l seseora lng denga ln kriteria l 

sebalgali berikut : 

1) Beralgalma l Isla lm 

2) Ba lligh (dewalsa l) 

3) ALqil (bera lka ll seha lt) 

4) Merdeka l (bukaln halmba l salha lya l) 

5) Istitha l‘a lh (ma lmpu) 

Bilal tidalk terpenuhi sya lralt tersebut di a ltals, malka l 

gugurla lh kewa ljibaln umralh seseora lng. 

d. Rukun Umralh 

Rukun umralh tidalk da lpa lt ditingga llka ln, jikal sa llalh saltu 

dalri 5 (lima l) rukun di balwa lh ini tidalk dikerjalka ln, malka l 

umralhnya l tidalk salh. Rukun Umralh aldalla lh sebalga li berikut : 

1) Ihra lm (nialt umralh) 

2) Thalwalf Umra lh 

3) Sal‘i 

4) Talha lllul 

5) Tertib 

e. Waljib Umralh  

Waljib umralh iallalh berihra lm dalri Miqalt, daln 

meningga llka ln perbua lta ln ya lng dilalralng sela lma l ihralm. ALpa lbila l 

dilalnggalr, ma lka l iba lda lh umralhnya l tetalp sa lh teta lpi halrus 

membalya lr dalm.
18

 

                                                      
18

 Buya l ALmiruddin a lnd Muza lkkir, Tuntuna ln Ma lna lsik Ha lji & Umra lh, Dirjen 
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f. Tralnsalksi Umralh 

Tralnsalksi umralh aldalla lh kegialta ln pembelia ln palket 

perjallalnaln iba lda lh umralh ya lng meliba ltka ln peruba lha ln pa lda l 

kondisi finalnsiall perusa lhala ln altalu individu.
19

 Berikut aldalla lh 

bebera lpa l ha ll ya lng perlu diperhaltika ln da lla lm tralnsalksi umra lh:  

1. Pilih ta lngga ll keberalngkaltaln:  

Pilih ta lngga ll keberalngkaltaln ya lng tersedial. 

2. Pilih jenis pemesa lnaln:  

Pilih jenis pemesalnaln, alpa lbilal beralngkalt sendiri 

malka l pilih "Peroralngaln", a lpa lbilal bera lngka lt bersalma l 

kelualrgal alta lu rombonga ln malka l pilih "Grup".
20

 

3. Persiapan Finansial 

Persialpka ln sejumla lh ualng balik secalra l tunali 

malupun di rekening balnk.
21

  

4. Pembayaran 

Callon jalma l'a lh dalpalt melalkuka ln pemba lya lraln 

DP/peluna lsa ln denga ln malta l ua lng Rupialh (IDR) a lta lupun 

Dollalr (USD) sesua li pilihaln pa lket.
22

 

5. Transaksi non-tunai 

                                                                                                                                         
Penyelengga lra la ln Ha lji Da ln Umra lh, 2018, LIII. 17-18 
19

 Era lhaljj.co.id,‖tralnsa lksi pa lket umra lh”2023 https://wiki.era lha ljj.co.id/malteri/studi-

ka lsus/51/tra lnsa lksi-pa lket-umra lh  (Dialkses 13 Oktober 2023) 
20

 Simplytra lvel.co.id, “Palndualn Tra lnsa lksi Pa lket Umra lh” 2022. 

<https://simplytra lvel.co.id/ha lla lma ln/palndualn-tra lnsa lksi-palket-umra lh>   (Dia lkses,13 

Oktober 2023) 
21

 Cimbnia lga l.co.id, ―Perenca lna la ln Talta l Ca lra l Umra lh” 

https://www.cimbnia lga l.co.id/id/inspira lsi/perenca lna la ln talta l-ca lra l-umra lh-yalng-perlu-

dila lkukaln-di-talna lh-suci> (Dia lkses, 13 Oktober 2023) 
22

 Uhutour.co.id,‖Ketentua ln Tra lnsa lksi Pa lket Umra lh”,2023. 

<.https://uhudtour.com/ha lla lma ln/sya lra lt-ketentualn-tra lnsa lksi-palket-umra lh> (Dia lkses, 25 

Oktober 2023) 
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Jemalalh umra lh da ln halji dalri Indonesia l dalpalt 

melalkuka ln tralnsalksi non-tunali salalt beriba lda lh di Talnalh 

Suci.
23

 

g. Ketentua ln Pendalftalra ln Umralh 

Bebera lpa l hall ya lng halrus diperhaltika ln dallalm 

pendalftalra ln umroh, sebalga limalnal tertua lng da llalm keputusaln 

dirjen phu nomor 323 ta lhun 2019 BALB VII ketentua ln la lin-

lalin, dijelalska ln ba lhwal: 

1) Kewenalngaln mentralnsalksikaln rekening a lta ls na lmal PPIU 

untuk pemba lya lraln BPIU, ha lnyal da lpa lt dilalkukaln oleh 

pihalk-piha lk berwena lng sesuali a lktal pendiria ln ma lupun alkta l 

peruba lha ln tera lkhir PPIU ya lng tela lh didalfta lrkaln ke 

kementeria ln Hukum da ln HALM. 

2) Piha lk-pihalk berwenalng sesuali alktal pendiria ln alta lupun alkta l 

peruba lha ln teralkhir PPIU dila lralng untuk memberika ln 

kualsa l tra lnsalksi kepaldal kalntor calbalng PPIU a ltalu pihalk 

lalin ya lng tidalk memiliki kewena lngaln di dallalm alkta l 

perusa lhalaln.  

3) Suralt perja lnjialn perjalla lnaln ibaldalh umroh ditalndalta lnga lni 

alnta lra l jemalalh denga ln PPIU berisi pa lket lalya lnaln umroh 

mencalkup la lya lna ln di A Lralb Saludi palling sedikit meliputi 

renca lna l kebera lngka ltaln, alkomoda lsi, tralnsportalsi dalralt da ln 

                                                      
23

 Detik.com.co.id, “ Ja lma la lh Umra lh Ha lji da ln Tra lnsa lksi”08 ALpril 2021 

<https://fina lnce.detik.com/moneter/d-5525013/bye-bye-ualng-tunali-jema la lh-umroh-daln-ha lji-

bisa l-tra lnsa lksi-pa lka li-ini>  (Dia lkes,13 Oktober 2023) 
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alta lu uda lral, pemba ltallaln, alsuralnsi daln la lin-lalin ya lng 

berka litaln dengaln aldministralsi.   

4) Pendalfta lraln umroh dinyalta lka ln salh setela lh callon ja lmalalh 

mendalpaltka ln MPU  

5) Mpu halnya l berla lku ba lgi jemalalh ya lng bersalngkuta ln daln 

tidalk dalpalt diga lntikaln  

6) Setialp PPIU menda lpaltkaln saltu user ID da ln palssword ya lng 

dipalka li untuk login dallalm alplika lsi SISKOPA LTUH daln 

waljib menjalgal kera lha lsialalnnya l a lga lr tidalk disa llalhguna lka ln 

oleh pihalk ya lng tidalk berkepentingaln. 

7) Pendalfta lraln ya lng dila lkukaln di ka lntor calbalng PPIU wa ljib 

menggunalkaln a lplikalsi SISKOPALTUH denga ln user ID da ln 

palssword ya lng telalh diberika ln kepa lda l PPIU ya lng 

bersa lngkutaln  

8) Ba lgi ppiu ya lng melalkukaln peruba lha ln kepemilika ln a lta lu 

struktur orga lnisa lsi altalu direksi, wa ljib melalkuka ln 

registralsi ula lng terhaldalp user ID da ln palssword a lplika lsi 

SISKOPA LTUH  

9) Dalla lm hall terda lpalt kehilalngaln SPPU daln a lta lu SPPIU, 

PPIU da lpa lt melalkukaln penceta lka ln ula lng denga ln terlebih 

dalhulu mengirimka ln suralt kepaldal direktur binal umralh da ln 

halji khusus, c.q Subdit pema lnta lua ln daln penga lwalsa ln 

umralh da ln ha lji khusus.  

10) Dalla lm ha ll terdalpalt kehila lngaln bukti pemba lya lraln BPU, 

BPS BPIU da lpalt mela lkukaln pencetalkaln ulalng denga ln 
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terlebih da lhulu mengirimka ln suralt kepa lda l direktur bina l 

umralh daln ha lji khusus c.q subdit pema lntalualn daln 

pengalwalsaln umroh daln ha lji khusus da ln suralt 

pengalntalr dalri PPIU.
24

 

h. Tindalk Pidalnal Penipua ln 

1. Istila lh Da ln Pengertia ln Tindalk Pidalnal 

Istila lh tindalk pidalnal beralsa ll da lri ba lha lsa l Bela lndal 

"Stralfba la lrfeit," ya lng terdiri da lri tiga l ka lta l: "stralf" (pida lna l), 

"ba la lr" (dalpalt/boleh), daln "feit" (perbua lta ln). Definisi 

istilalh ini malsih beralgalm di kalla lnga ln pa lkalr hukum 

pidalna l. Istilalh-istilalh ya lng sering diguna lkaln a lda lla lh: 

Tindalk pida lna l, istilalh tindalk pida lna l da lpa lt 

dikaltalkaln istilalh ya lng resmi diguna lka ln da llalm halmpir 

seluruh pera ltura ln perundalng-undalngaln Indonesia l. ALhli 

hukum ya lng mengguna lkaln istilalh ini alda lla lh Wirjono 

Prodjodikoro, Perbutaln pidalna l, istilalh ini alda llalh istilalh 

ya lng diguna lka ln alhli hukum Moeljaltno. Menurutnya l 

istilalh ini lebih tepalt dalri palda l istilalh-istilalh ya lng la lin. 

Istila lh lalin aldalla lh peristiwal pida lna l, istilalh ini diguna lka ln 

oleh bebera lpa l alhli hukum, alntalral la lin R. Tresna l dallalm 

bukunya l ― ALsa ls-ALsals Hukum Pidalnal‖, H.J.Valn 

Schralvendijk dalla lm bukunya l ―Buku Pela lja lra ln tentalng 

Hukum Pida lnal Indonesia l‖, AL. Za linall ALbidin dallalm 

bukunya l ― Hukum Pida lnal‖. Pembentuk unda lng-undalng 
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juga l pernalh mengguna lkaln istilalh peristiwal pidalnal ya litu 

dalla lm Undalng-Unda lng Dalsa lr Sementa lral (UUDS) Ta lhun 

1950. Istila lh pelalnggalraln pida lna l, istilalh ini diguna lka ln 

pembentuk undalng-undalng da llalm Unda lng-Undalng No. 

12/Drt/1951 tentalng Senja ltal alpi da ln Balhaln Peleda lk da ln 

teralkhir a lda llalh istilalh perbua ltaln ya lng boleh dipida lnal, 

istilalh ini digunalka ln oleh Mr. Kalrni dalla lm bukunya l 

―Ringka lsa ln Tentalng Hukum Pida lnal‖, sela lin itu H.J.Valn 

Schralvendijk dallalm bukunya l ―buku pelaljalraln tentalng 

hukum pida lnal Indonesial‖ juga l mengguna lka ln istilalh 

perbua ltaln ya lng boleh dihukum. 

2. Tindalk Pidalnal Menurut Hukum Isla lm  

Dalla lm hukum pida lnal Islalm, istilalh tindalk pida lnal 

diwalkili oleh dual ka ltal: jinalya lh da ln jalrima lh. Jina lya lh 

merujuk palda l perbua ltaln terla lralng ya lng menga lncalm 

keselalmalta ln jiwa l, seperti pemukula ln da ln pembunuha ln, 

sertal perbua ltaln ya lng dia lnca lm hukumaln hudud da ln 

qisha lsh. Fuqa lhal mengguna lka ln istilalh jinalya lh untuk 

perbua ltaln ya lng dila lra lng oleh sya lral', ba lik ya lng merugikaln 

jiwal, ha lrta l bendal, malupun la linnya l. Menurut ALl-Malwa lrdi 

ya lng dikutip oleh A Lbdul Qaldir ALuda lh, tindalk pida lna l juga l 

disebut ja lrimalh, ya litu perbua ltaln terlalra lng ya lng dia lnca lm 

hukumaln hudud a ltalu tal'zir oleh ALllalh SWT. 

3. Penipua ln 

i. Pengertialn Penipualn 

Berdalsalrkaln teori da llalm hukum pida lna l 
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mengena li penipualn, terdalpa lt dual sudut palnda lng ya lng 

tentunya l halrus diperhaltikaln, ya lkni menurut pengertia ln 

balha lsa l da ln menurut pengertia ln yuridis, ya lng 

penjelalsalnnya l sebalgali berikut: 

Menurut pengertia ln balha lsa l, Ka lmus Besa lr 

Ba lha lsal Indonesial mendefinisikaln "tipu" seba lga li 

perbua ltaln alta lu perkalta la ln tidalk jujur ya lng bertujua ln 

menyesaltkaln a lta lu mencalri untung. Penipua ln 

melibaltkaln dua l piha lk: penipu daln ya lng tertipu, da ln 

bera lrti tindalka ln a ltalu calral menipu dengaln ma lksud 

menyesaltkaln a ltalu menga lka lli oralng la lin untuk 

keuntungaln diri sendiri altalu kelompok. 

Menurut pengertia ln yuridis, penipua ln 

dijelalska ln dalla lm Palsa ll 378 KUHP, ya lng mengura lika ln 

unsur-unsur penipua ln talnpa l memberikaln definisi 

konkret. Penipualn a lda llalh tipu muslihalt alta lu ra lngkalia ln 

perka ltalaln bohong ya lng membualt seseoralng mera lsa l 

tertipu kalrenal perka ltalaln ya lng talmpa lk bena lr na lmun 

sebena lrnya l tidalk. Penipualn dia lnggalp tercela l dalla lm 

malsya lra lka lt, nalmun seringka lli tidalk dilalporkaln ke 

polisi, terutalmal jikal berska llal kecil, ya lng 

memungkinka ln pelalku mengembalngkaln a lksi mereka l 

menjaldi penipua ln berskallal besa lr. 

4. Undalng-undalng nomor 8 ta lhun 1999 tenta lng perlindunga ln 

konsumen 
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Undalng-Unda lng Nomor 8 Ta lhun 1999 tenta lng 

Perlindunga ln Konsumen disa lhka ln pa lda l 20 ALpril 1999. 

Konsumen alda lla lh pengguna l ba lra lng altalu ja lsal untuk 

kebutuhaln pribaldi da ln bukaln untuk diperda lga lngka ln 

kemballi. Perlindungaln konsumen menca lkup perlindunga ln 

hukum terhaldalp konsumen dalri tindalka ln merugika ln oleh 

pelalku usa lha l. 

Undalng-undalng ini beralsalska ln ma lnfala lt, kea ldilaln, 

keseimbalngaln, kealmalnaln, keselalma lta ln, da ln kepalstia ln 

hukum, yalng bertujualn melindungi halk-ha lk konsumen 

daln memalstika ln kea ldilaln balgi konsumen da ln pelalku 

usalha l. Perlindungaln ini menca lkup semua l alspek mula li da lri 

memperoleh balralng/ja lsa l hingga l konsekuensi 

pemalka lia lnnya l, meliputi: 

1) Perlindunga ln da lri ba lralng ya lng tida lk sesuali 

kesepa lka ltaln. 

2) Perlindunga ln da lri sya lra lt-sya lralt ya lng tidalk aldil. 

Normal perlindunga ln konsumen dalla lm unda lng-

undalng ini memiliki sa lnksi pidalna l daln mencalkup 

tindalkaln preventif da ln represif. Tujua ln perlindunga ln ini 

alda lla lh mencipta lka ln sistem ya lng tra lnspa lra ln daln 

menjalmin kepa lstialn hukum, melindungi kepentinga ln 

konsumen daln pela lku usalha l, meningkaltka ln kuallitals 

balralng/ja lsa l, daln melindungi konsumen da lri pralktik 

usalha l ya lng menipu. Ha lk-halk konsumen ya lng dialtur 
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dalla lm undalng-unda lng ini meliputi: 

1) Halk alta ls kea lma lna ln, kenya lma lna ln, da ln kesela lma ltaln. 

2) Halk untuk memilih da ln mendalpa ltkaln ba lralng/jalsa l 

sesuali nilali tuka lr daln ja lminaln. 

3) Halk alta ls informa lsi yalng benalr, jela ls, daln jujur. 

4) Halk untuk menya lmpa lika ln pendalpalt a lta lu keluha ln. 

5) Halk untuk aldvokalsi, perlindunga ln, da ln penyelesa lialn 

sengketal. 

6) Halk untuk pembina la ln da ln pendidikaln konsumen. 

7) Halk untuk diperlalkukaln seca lra l benalr da ln tidalk 

diskriminaltif. 

8) Halk untuk menda lpalt kompensalsi, ga lnti rugi, da ln 

penggalntia ln. 

9) Halk-halk la lin ya lng dialtur dalla lm perunda lng-

undalnga ln.
25

 

Undalng-Unda lng Nomor 8 Ta lhun 1999 tenta lng 

Perlindunga ln Konsumen melindungi konsumen da lri tindalkaln 

merugikaln oleh pelalku usalhal. Didalsalrkaln pa ldal ma lnfalalt, 

kealdila ln, keseimba lnga ln, kealma lna ln, keselalmaltaln, daln 

kepalstia ln hukum, undalng-undalng ini menca lkup semua l a lspek 

dalri memperoleh hingga l mengguna lka ln balra lng/ja lsal. 

Perlindunga ln meliputi kesesua lia ln ba lra lng dengaln kesepa lka ltaln 

daln kealdila ln sya lra lt. Halk-halk konsumen termalsuk kealma lna ln, 
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kenya lmalna ln, informa lsi ya lng bena lr, a ldvoka lsi, pendidikaln, 

perlalkualn aldil, da ln kompensalsi. 

i. Salnksi 

Salnksi ya lng diberika ln terhaldalp Biro Halji daln Umralh 

ya lng tida lk melalkuka ln tuga lsnya l sesuali dengaln Pera ltura ln 

Perundalng-undalngaln terkalit denga ln pelalksa lna la ln halji da ln 

umralh aldalla lh dengaln dijaltuhkalnnya l salnksi aldminitralsi 

terhaldalp Biro Ha lji da ln Umra lh tersebut sebalga limalnal ya lng 

dialtur oleh Pa lsall 53 Pera ltura ln Menteri ALgalmal Nomor 23 

Talhun 2016 tenta lng Penyelengga lra la ln Ibaldalh Halji Khusus 

ya lng menya lta lka ln ba lhwa l: 

1. PIHK ya lng tidalk mela lksa lnalkaln 

kewa ljibalnsebalgalima lna l dimalksud dalla lm Palsa ll 10 

dikenalkalnsa lnksi aldministraltif sesua li dengaln ketentua ln 

pera ltura ln perundalng-undalnga ln. 

2. Salnksi aldministraltif sebalgalima lna l dimalksud palda l 

alya lt(1) diteta lpka ln oleh Menteri. 

3. Keputusaln pengena la ln salnksi 

aldministraltifsebalgalima lnal dimalksud paldal a lya lt (2) 

ditalndaltalngalni oleh Direktur Jenderall a lta ls nalma l 

Menteri. 

4. Salnksi a ldministralsi sebalga limalnal dimalksud palda l 

alya lt(1) berupa l: 

a) peringaltaln tertulis; 

b) pembekua ln izin penyelengga lralaln; a lta lu 
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c) penca lbutaln izin penyelengga lralaln.
26

 

j. La lngka lh Hukum Jikal Tertipu Biro Ha lji/Umralh 

ALpalbila l penyelenggalral perjallalnaln ibaldalh halji/umralh 

tersebut tidalk memberikaln pelalya lna ln kepaldal jema la lh 

halji/umralh untuk keberalngkalta ln, palda lha ll telalh terda lpalt 

perjalnjia ln tertulis ya lng disepalka lti, malkal la lngka lh hukum ya lng 

dalpa lt dilalkukaln oleh ca llon jemala lh ha lji/umralh ya lng dirugika ln 

alda lla lh: 

1. Melalporkaln kepa lda l Kementeria ln ALga lma l 

Palsall 111 UU 8/2019 menjelalska ln ba lhwa l: 

 Malsya lra lka lt dalpa lt melalporkaln da ln mengaldukaln 

pelalnggalraln pela lksa lnalaln ibalda lh halji da ln ibaldalh 

umralh kepa lda l menteri alga lma l alta lu peja lba lt ya lng 

ditunjuk; 

 Talta l ca lral pelalporaln, pengaldualn, da ln 

penindalkla lnjutaln dilalksalna lka ln sesuali dengaln 

ketentualn pera ltura ln perundalng-undalngaln.  

Hall ini berkalita ln dengaln pemberialn sa lnksi 

aldministraltif kepaldal biro perjalla lna ln halji/umra lh ya lng galgall 

membera lngka ltkaln jema la lh. Lebih la lnjut, ketentua ln mengenali 

pengena la ln sa lnksi a ldministraltif tersebut a lka ln dialtur di dalla lm 

pera ltura ln pemerinta lh, ya lng sepalnja lng penelusuraln ka lmi 

salmpa li alrtikel ini diterbitka ln belum ditetalpka ln peralturaln 
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pemerintalh tersebut. 

1. Melalporkaln kepa lda l Kepolisia ln/PPNS 

Jikal mengalndung unsur tinda lk pidalnal, malka l 

kepolisia ln malupun penyidik peja lba lt pega lwa li negeri sipil 

(PPNS) di lingkunga ln Kementeria ln ALga lmal da lpa lt 

melalkuka ln penyidikaln. Hall ini diteralngka ln dallalm Palsa ll 

112 alya lt (1) UU 8/2019, ya lng berbunyi:  

―Sela lin penyidik kepolisia ln negalra l Republik 

Indonesia l, peja lbalt pega lwali negeri sipil tertentu di 

lingkunga ln kementeria ln ya lng menyelengga lralka ln urusa ln 

pemerinta lha ln di bida lng a lgalma l diberi wewena lng khusus 

seba lgali penyidik sesua li dengaln ketentua ln pera ltura ln 

perunda lng-unda lngaln mengena li hukum a lca lral pida lna”.
27
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